
PEMERINttAH KABUPAttEN BARITO UTARA
SEKRETAIRIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH
」L.JEND A YANINo 76,TELP(0519)2112o「2

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ρ07 /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINER」 A UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2025-2026

Menimbang

Mengingat :1.

:  a.

BUPATI BARITO UTARA,

bah■lra untuk Hlelaksanakan ketentuan Pasa1 3 dan Pasa1 4

Peraturan Mente五 Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nolrlor PER/9/M.PAN/5/2007 tentttg Pedoman Umum
Penetapan lndikatoF Kinetta U住週na di Lingkungan lnstansi

Pemerintah,perlu menetapkan lndikator Kinetta Utarna di

lingkungan Sckretariat Daerah Kabupaten Banto Utara;

bahwa berdasarkan pertil■ bangan sebagairnana diinaksud

dalarn hurllf a,perlu inenetapkan Keputusan Bupati Barito

Utara tental■ g Penetapan lndikator Kinetta Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-
2026;

Undang― Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang― Undarlg Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang
Perpattangan  Pcmbentukan  Daerah  Tingkat  H  di
Kalirrlantan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1953 Nomor 9)sebagai undang― Undang(Leinbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lelnbaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820),
sebagaiinana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang―Undang  Nomor  8  Tahun  1965  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Ⅱ Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang―Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapall Undang― Undarlg Dtturat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpattangan Pembentukan Dacrah Tingkat II di

Kalimantan(Lembaran Negara Reptlblik lndonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lel■ baran Negara Republik
lndonesia Nomor 2756);

b.



2.

‐
2…

Undang― Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kbrupsi,

Kolusi  dan  Nepotismc (Lembaran  Negara  Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3851)sebagailnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang¨
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tenねng Perubahan Kedua
atas Undang―Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Konlisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
6409);

Undang― Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Peme五ntahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang―

Undang Nomor 6  Tahun  2023  tentang Pcnetapan
Peraturan Pelne五nねh Pengganti Undang―Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Ketta lmen」 adi Undall■ g―Undang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor
41, T― bahan Lembnran Negara Repubhk lndonesia
Nornor 6856);

Peraturan Presidel■ Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntab量itas Kinetta lnsta■ si Peme五ntah (Lembaram
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturarl Mente五 Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nornor PER/9/M.PAN/5/2007  Tahun  2007  tentang
Pedoma■ Umum Penetapan lndikator Kinetta Utama di
Lingkungan lnstansi Pemerlntah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banto Utara (Lembararl Daerah
Kabupaten Banto Utara Tahun 2016 Nomor 7,Tambahan
Lclnbaran Daerah Kabupaten Banto Utara Norrlor 6)
sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun

3.

4.

5.

6.



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2A22
tentang Kedudukan, Susunan Organisasai, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2022l;

8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2024-2026 {Berita Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekertariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-
2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Sekretariat Kabupaten Barito Utara untuk
menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan
Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian
Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan
Perwakilan Ral<yat Daerah Kabupaten Barito Utara.



KETIGA : Keputusan BuPati
202s.

-4-

ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

Ditetapkan
pada

Muara Teweh
Desember 2024

Tembusal disamPaikan kePada Yth:
1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspelitur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;

3. Masing-masing Bagian Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan.

pati Barito Utara
DPRD,

EDWIN TUAH.
Utama Muda (lvlc)
2261989031011
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/′ 07/20"
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT  DEWAN  PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
UTARA TAHUN 2025-2026

1. Nama Perangkat Daerah:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara.

2. Tugas:

Menyelenggarakar administrasi kesekratariatan dan keuangan,medukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta

menyedialal dafr menggordinasikan tenaga ahli yang dipertukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak darr fungsinya

sesuai dengar kebutuhan.

3. Fungsi:

a. Penyelenggaraal administrasi ke sekretariat DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;dan

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

4. Indikator Kinerja Utama:
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Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2026

No.
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama

Definisi Operasional Penj elasan / Formula Perhitungan
Sumber

Data

Unit Kerja
Penanggung

Jawab

1 Meningkatkn
ya Fasilitasi
Fungsi
Pembentuka
n Peraturan
Daerah

Persentase
Fasilitasi
Pembahasan
Peraturan
Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) berdasarkan fungsi legislasi
rncl a lzcn n nlra n nern hr-rr f r r lra n ncrqf r r rq n

Jumlah Perda yang dihasilkan x LOO + Jumlah

Keputusan yang dihasilkan x 100 dibagi 2

Sekretariat

DPRD

Kab. Barito

Utara

Bagian
Persidalgan

dan
Perundang-

Undangan

daerah dalam 1 tahun anggaran,
berdasarkan skala prioritas dalam
program penyusunax rancangan perda
yang dipedomani bersama DPRD dan
Pemerintah Daerah

Jumlah Raperda Jumlah Keputusan
yang dibuat

2 Meningkatny
a Fasilitas
Fungsi
Pengawasan
dan
Penganggara
n

Persentase

Rekomendasi
DPRD yang
ditindak
lanjuti

Penyerapan aspirasi masyarakat yang
yang ditanggapi dengan menyeleksi
setiap aspirasi yang diterima dan
diawasi oleh DPRD dalam menjalalkan
peran dan fungsinya sebagai wakil
rakyat di pemerintah daerah.

Jumlah hasil Kunjungan Kerja x 100 +

Jumlah Dokumen yang terbit x 100 +

Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan

Jumlah Dokumen yang akan terbit

Sekretariat

DPRD

Kab. Barito

Utara

／

だ

Bagian
Fasiltasi

Penganggaran
dan

Pengawasan

Jumlah hasil Kunjungan Kerja x 100 +

Jumlale Dokumen yang terbit x 1OO ditragi 4

Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan

Jumlah Dokumen yang akan terbit ,/1

鉤
a.

L ,upati Barito Utara
kr$taris Daerah,

.:
EEWIN TUAH.
Utama Muda tIY /cPem Ｃ

・１
町
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